BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1.1. Perjanjian pemesanan jual beli office space merupakan perjanjian awal
dari bagian perjanjian jual beli office space sebelum Akta Jual Beli-nya
dapat dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Perjanjian pemesanan
memiliki bentuk dan penamaan yang bebas sehingga dalam prakteknya
seringkali disebut sebagai Surat Pesanan ataupun Surat Tanda
Pemesanan. Pihak-pihak dalam perjanjian pemesanan disebut sebagai
pihak pengembang/developer (penjual) dan pihak calon pembeli.
Perjanjian pemesanan timbul sebagai suatu cara agar pihak
pengembang tetap dapat melakukan penjualan dengan pemasaran
meskipun syarat kepastian untuk membuat PPJB-nya belum terpenuhi,
namun dalam perjanjian pemesanan seringkali juga menimbulkan
permasalahan di dalamnya akibat dari adanya asas kebebasan
berkontrak yang dibatasi di dalamnya, sebab perjanjian pemesanan
merupakan perjanjian baku yang mana mengenai isinya telah dibuat
secara sepihak oleh pengembang sehingga seringkali menimbulkan
kerugian yang besar bagi calon pembeli. Permasalahan yang timbul
tersebut salah satunya disebabkan karena adanya cacat kehendak yang
berupa penyalahgunaan keadaan pada saat membuat kesepakatan
dalam perjanjian pemesanan tersebut. Penyalahgunaan keadaan
merupakan bentuk dari cacat kehendak keempat yang tidak diatur dan
belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan, namun telah
dikenal dalam yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi
karna adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang dipengaruhi oleh
pihak lainnya untuk menyetuji dan melaksanakan perjanjian tersebut.
Oleh sebab itu, cara untuk mengindentifikasi terjadinya

penyalahgunaan dalam perjanjian pemesanan jual beli office space
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dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator yaitu dilihat berdasarkan aspek
posisi para pihak pada fase pra-kontraktual, dari aspek formulasi
perjanjian, dan dari aspek moralitas yang ada di dalamnya. Selanjutnya,
dari 3 (tiga) indikator yang telah dikaji kedalam perjanjian pemesanan
jual beli office space, maka di dapatkan bahwa untuk mengidentifikasi
terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pemesanan jual
beli office space, yaitu jika terdapat:

1.1.1. Adanya posisi tawar yang tidak seimbang di dalamnya.

1.1.2. Adanya pembagian keuntungan, beban prestasi, atau resiko
yang tidak layak dalam isi perjanjian pemesanan tersebut atau
tidak, yang mana salah satu contohnya adalah: adanya klausul
mengenai pengenaan denda keterlambatan bayar yang
seringkali dibuat tidak masuk akal, pembatalan perjanjian serta
hangusnya seluruh uang pembayaran yang telah dibayarkan
oleh calon pembeli jika ada keterlambatan dalam melakukan
pembayaran selanjutnya, pembatalan perjanjian serta
hangusnya seluruh uang pembayaran yang telah dibayarkan
oleh calon pembeli jika tidak menandatangani PPJB sesuai
jadwal yang ditentukan, menyatakan pembeli untuk tunduk
pada segala peraturan dan perubahan yang timbul dikemudian
hari, dan adanya klausul yang memberlakukan PPJB secara
otomatis hanya karna telah melakukan angsuran DP tanpa calon
pembeli pernah menandatanginya.

1.1.3. Pembagian keuntungan, beban prestasi, atau resiko yang tidak
layak tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran
publik atau kebiasaan-kebiasaan dalam perjanjian jual beli atau
tidak.

Dengan demikian, dalam menilai terjadinya penyalahgunaan keadaan

dalam perjanjian pemesanan jual beli office space, akan lebih baik dan

adil jika menilainya dengan melihat dari segi isi perjanjiannya juga,
sebab karena adanya posisi tawar yang tidak seimbang di dalamnya

dapat membuat pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi
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1.2.

menyalahgunakan kesempatannya sebagai pembuat kontrak dengan

mendiktekan kemauannya ke dalam isi perjanjian pemesanan tersebut.

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi terjadinya penyalahgunaan

keadaan dalam perjanjian pemesanan jual beli office space, juga harus

melihat adanya syarat-syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan yang
diberikan oleh Nieuwenhuis atau tidak di dalamnya, yaitu:

1.1.1. Ada keadaan-keadaan istimewa seperti keadaan darurat,
ceroboh, ketergantungan, tidak berpengalaman, dan jiwa yang
kurang waras;

1.1.2. Ada suatu keadaan nyata. Diisyaratkan dengan salah satu pihak
telah mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa karena
keadaan istimewa vyang dimiliki oleh pihak lainnya
membuatnya menjadi tergerak hatinya untuk menutup
perjanjian tersebut;

1.1.3. Ada penyalahgunaan, dalam arti salah satu pihak telah
melaksanakan perjanjianya meskipun ia mengetahui atau
seharusnya mengerti bahwa ia tidak melakukannya;

1.1.4. Ada hubungan kausal di dalamnya yang dimana perjanjian
tersebut tidak akan disetujui tanpa menyalahgunakan keadaan

dari salah satu pihak tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan identifikasi tersebut maka dapat dilihat
bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan
keadaan dalam perjanjian jual beli office space tersebut dapat dilihat
dengan mengamati keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi
pikiran calon pembeli untuk membuat keputusan terhadap perjanjian
pemesanan jual beli office space tersebut dan dengan mengamati
keadaan-keadaan yang membuat penyalahgunaan keadaan di dalamnya
dapat terjadi, yaitu:

1.2.1. Adanya beban prestasi yang tidak seimbang yang cenderung

berat sebelah dalam perjanjian pemesanan tersebut;

106



1.2.2. Adanya ketidakjelasan dan ketidaklengkapan informasi yang
diberikan oleh pengembang ataupun agen pemasarannya
kepada calon pembeli sebelum perjanjian disepakati;

1.2.3. Adanya kerugian yang sangat besar secara material dari salah
satu pihak yaitu calon pembeli;

1.2.4. Adanya keadaan ceroboh, dan kurang pengetahuan dari calon
pembeli mengenai transaksi jual beli office space tersebut
sehingga membuat tergerak hatinya untuk menyepakati

perjanjian pemesanan tersebut;

2. Saran

2.1. Pengaturan mengenai perjanjian pemesanan jual beli dan office space
belum ada hukumnya yang mengatur secara tersendiri mengenai kedua
hal tersebut, sehingga untuk pengaturannya masih menggunakan
hukum lain yang dapat dipersamakan agar dapat digunakan untuk
perjanjian pemesanan jual beli dan office space. Hal ini membuat,
kepastian hukum untuk para pihak dalam perjanjian pemesanan jual
beli dan office space menjadi tidak ada sehingga perlindungan hukum
untuk para pihaknya menjadi belum ada ataupun belum sempurna
karena masih menggunakan penerapan dari hukum lain untuk
menjamin perlindungan hukum bagi para pihak di dalam perjanjian
pemesanan jaul beli office space. Selanjutnya, pengaturan secara
tersendiri mengenai penyalahgunaan keadaan juga belum diatur di
dalam peraturan perundang-undangan, sehingga membuat cara
menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian
masih kurang lengkap dan jelas. Dengan demikian mengenai hal
tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian pemesanan jaul beli office
space pada prakteknya telah banyak terjadi dan seringkali digunakan
dalam bisnis properti, hanya saja hukum yang dicita-citakan untuk
dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukumnya belum ada (asas ius constituendum), selain itu permasalahan

mengenai penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian juga telah
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2.2.

2.3.

banyak terjadi, sehingga saran saya, Pemerintah perlu memperhatikan
mengenai hal ini dan segera untuk membuat peraturan hukum secara
khusus mengenai perjanjian pemesanan jual beli, office space, dan,
penyalahgunaan keadaan karena mengingat laju perkembangan dalam

dunia bisnis properti sudah semakin banyak dan meningkat.

Selain itu, saran saya untuk pihak pengembang dalam perjanjian
pemesanan jual beli office space adalah untuk lebih memperhatikan
aturan-aturan yang berlaku dalam KUHPerdata dan peraturan lainnya
yang terkait dalam pembuatan perjanjian pemesanan jual beli office
space agar tidak menimbulkan beban prestasi yang berat sebelah yang
menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dan juga perlu untuk
memperhatikan mengenai kepentingan dan keperluan yang adil dari
sisi calon pembeli pada saat hendak membuat isi perjanjian pemesanan

agar tidak bertentangan dengan moralitas yang ada.

Selanjutnya yang terakhir, saran saya untuk calon pembeli dalam
perjanjian pemesanan jual beli office space adalah perlu untuk
mencermati terlebih dahulu mengenai isi dari perjanjian pemesanan
yang ada sebelum menyepakati perjanjian pemesanan jual beli office
space tersebut, dan apabila terdapat janji-janji yang diberikan oleh
pihak pengembang ataupun agen pemasarannya kepada calon pembeli
pada saat pemasaran, lebih baik calon pembeli meminta pihak
pengembang atau agen pemasarannya untuk mencantumkan secara
tertulis mengenai janji-janji yang diberikan tersebut dan baru setelah

itu menandatangani perjanjian pemesanan jual beli office space.
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